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ETIKA PELAYANAN PUBLIK TINJAUAN TEORITIS
Oleh :
Syafhendry, M.Si., Drs.
Abstract

This Article tries to explain of public service bureaucracy is evaluated
from in perspective of theoretical. As the same manner as we believe that much
bureaucracy government officers in its duty execution less give service that not
impress to society that served and often break the rule that was established. This
condition with moralitas and mentality of government bureaucracy officer in
executing government duties that reflected by function of government fundamental,
there are service function, arrangement function or regulation and function of
society utilization. In consequence, from this article presumably can become
guidance in giving service that ethics and in accordance with mechanism that
actually.

Keywords: Public service of ethic, Responsivness, and Acountability

Pendahuluan

Kajian tentang Etika pelayanan publik menjadi topik yang senantiasa
menarik untuk dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan
berwibawa. Leys berpendapat “bahwa seorang administrator dianggap etis apabila
ia'menguji dan mempertanyakan standard-standard yang digunakan dalam
pembuatan keputusan, dan tidak berdasarkan keputusannya semata-mata pada
kebiasaan dan tradisi yang sudah ada” [dalam Keban : 1994]. Hal ini diperkuat
dengan pendapat Golembiewski bahwa standar etika mungkin mengalami
perubahan dari waktu ke waktu dan karena itu administrator harus mampu
memahami perkembangan dan bertindak sesuai standard-standard perilaku
tersebut [dalam Keban : 1994]. Dari dua pendapat diatas dapat kita tarik benang
merahnya bahwa aparat birokrasi dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai
dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk
dilakukan dan yang sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur wntuk ditaati
dan dilaksanakan. '
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Menjadi permasalahan sekarang in1 bagaimana proses penentuan Etika
dalam birokrasi pelayanan publik. Siapa yang akan iggngukur seberapa jauh etis
atau tidak, bagaimana dengan kondisi instansi suatu daerah tertentu mengatakan
bahwa hal 1tu etis, sementara di instansi daerah lain tidak etis. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa etika birokrasi pelayanan publik sangat terpergantung
dari seberapa jauh melanggar aturan, kapan dilakukannya dan pada saat yang
bagaimana, serta sangsi apa yang akan diterapkan apakah sangsi sosial moral
atau sangsi hukum, semua 1ni sangat temporer dan bervariasi, sebab hal terkait
juga dengan aturan, norma, adat dan kebiasaan setempat.

Dalam artikel in1 akan mencoba menjawab atas beberapa pertanyaan
diatas dengan membentang beberapa konsep teoritis diantaranya membahas
tentang apa yang dimaksudkan dengan etika, pelayanan publik, konsep etika
pelayanan publik, apa indikator kualitas pelayanan publik, pelayanan publik
yang profesional, pelayanan publik yang responsif, serta pelayanan publik non-
partisan.

Pengertian Etika

Etika berasal dar1 bahasa Yunani yaitu "Ethes" berarti kesediaan jiwa
akan kesusilaan, atau secara bebas dapat diartikan kumpulan darn
peraturanperaturan kesusilaan. Dalam pengertian kumpulan dari peraturan-
peraturan Kkesusilaan sebetulnya tercakup juga adanya kesediaan karena
kesusilaan dalam dirinya minta minta ditaati pula oleh orang lain.

Aristoteles juga memberikan istilah Ethica yang meliputi dua pengertian
yaitu etika meliputi Kesediaan dan Kumpulan peraturan, yang mana dalam
bahasa Latin dikenal dengan kata Mores yang berati kesusilaan, tingkat salah
saru perbuatan (lahir, tingkah laku), Kemudian perkataan Mores tumbuh dan
berkembang menjadi Moralitas yang mengandung arti kesediaan jiwa akan
kesusilaan (dalam Wijaya: 1997). Dengan demikian maka Moralitas mempunyai
pengertian yang sama dengan Etika atau sebaliknya, dimana kita berbicara
tentang Etika Birokrasi tidak terlepas dari moralitas aparat Birokrasi
penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Etika dan moralitas secara teoritis
berawal dar1 pada 1lmu pengetahuan (cognitive) bukan pada efektif. Moralitas
berkaitan pula dengan jiwa dan semangat kelompok masyarakat. Moral terjadi
bila dikaitkan dengan masyarakat, tidak ada moral bila tidak ada masyarakat dan
seyogyanya tidak ada masyarakat tanpa moral (Wijaya:1985), dan berkaitan
dengan kesadaran kolektif dalam masyarakat. Immanuel Kant, teori moralitas
tidak hanya mengenai hal yang baik dan yang buruk, tetapi menyangkut masalah
yang ada dalam kontak social dengan masyarakat, ini berarti Etika tidak hanya
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sebatas moralitas individu tersebut dalam artian aparat birokrasi tetapi lebih dari
itu menyangkut perilaku di tengah-tengah masyarakat dalam melayani
masyarakat apakah sudah sesuai dengan aturan main atau tidak, apakah etis atau
tidak.

Menurut Haryanto Bahwa Etika merupakan instrumen dalam masyarakat
untuk menuntun tindakan (perilaku) agar mampu menjalankan fungsi dengan baik
dan dapat lebih bermoral.(Haryanto : 2002) In1 berarti Etika merupakan norma dan
aturan yang turut mengatur perulaku seseorang dalam bertindak dan memainkan
perannya sesuai dengan aturan main yang ada dalam masyarakat agar dapat
dikatakan tindakannya bermoral.

Hal yang sama dikatakan Inu Kencana Syafe '1 etika sama artinya dengan
"kesusilaan " kata dasarnya ialah susila yang berasal darai bahasa sansghgrta, yang
bermakna "su " berarti baik, dan "sila " berarti norma kehidupan. Jadi etika berarti
menyangkut kelakuan yang menuruti norma-norma kehidupan yang baik. Asal
kata "etika" itu sendiri sebenarnya berasal dari perkataan Yunarg)"Ethos " yang
berart: watak atau adat. Kata in1 identik dengan asal kata "moral" dar1 bahasa latin
"mos" [bentuk jamak dari "mores"] yang berarti adat atau moral hidup. Jadi kedua
kata tersebut [etika dan moral] menunjukan cara berbuat yang menjadi adat karena
persetujuagg) atau praktek sekelompok manusia (Muh.Said : 1960). Dengan
demikian etika dapat diartikan sebagai sesuatu atau setiap kesediaan jiwa
seseorang untuk senantiasa taat dan patuh kepada seperangkat peraturan-peraturan
kesusilaan.

Dar1 beberapa pendapat yang menegaskan tentang pengertian Etika di atas
jelaslah bagi kita bahwa Etika terkait dengan moralitas dan sangat tergantung dari
penilaian masyarakat setempat, jadi dapat dikatakan bahwa moral merupakan
landasan normative yang didalamnya mengandung nilai-nilai moralitas itu sendir1
dan landasan normative tersebut dapat pula dinyatakan sebagai Etika yang dalam
Organisasi Birokrasi disebut sebagai Etika Birokrasi.

Pelayanan Publik

Menurut perspektif teoritik, telah terj adi pergeseran paradigma pelayanan
publik dari model administrasi publik tradisional [old public administationl ke
model menajemen publik baru [new public management], dan akhirnya menuju
model pelayanan publik baru [new public service] (Denhardt and Denhardt, 2000,
dalam Agus Dwiyanto (ed) : 2005), seperti tabel dibawah ini :
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Tabel 1. Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik

_ Asp”egk‘} Oid Publik New Publik New Publik
S Administration | Administration Service
Dasar Teori politik Teori ekonomi Teori
teoritis demokrasi
Konsep Kepetingan Kepentingan Kepentingan
kepentingan | publik  adalah | publik mewakili | publik adalah
publik sesuatu  yang | agregasi  dari | hasil dari
didefinisikan kepentingan dialog tentang
secara  politis | individu berbagai nilai
dan yang
tercantum dalam
aturan
Kepada Kien (clients) Pelanggan W arga Negara
siapa dan pemilih (customers) [citizensl
birokrasi
publik harus
bertanggung
Wab ? | _
Peran Pengayuh Mengarahkan Menegosiasika
pemerintah  (Rowing) (steering) ndan
mengelaborasi
kan berbagai
kepentingan
warga Negara
dan kelompok
komunitas
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Akuntabilita = Menurut hirarki | Kehendak pasar | Multi aspek ¢
S administratif yang merupakan  akuntabel
hasil keinginan = pada hukum,
pelanggan nilai
(customers) komunitas,
norma politik,
standar
professional,
kepentingan
war a Ne ara

Sumber : Diadopsi dari Denhardt dan Denhardt, 2000; dalam Agus Dwiyanto (Editor), 2005.
Dalam model new public service, pelayanan public berlandaskan teori
demokrasi yang mengajarkan adanya egeliter dan persamaan hak di antara warga
Negara. Dalam model ini, kepentingan public dirumuskan sebagai hasil dialog
dari berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan public bukan
dirumuskan oleh elit politik seperti yang tertera dalam aturan. Birokrasi yang
memberikan pelayanan public harus bertanggungjawab kepada masyarakat secara
keseluruhan. Peranan pemerintah adalah melakukan negosiasi dan menggali
berbagai kepentingan dari warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang
ada. Dalam model ini1, birokrasi public bukan hanya sekedar harus akuntabel pada
berbagai aturan hukum, melainkan juga harus akuntabel pada nilai-nilai yang ada
dalam masyarakat. Norma politik yang berlaku, standar professional dan
kepentingan warga Negara. Inilah serangkaian konsep pelayanan public yang
ideal masa kini di eraéemokrasi.

Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal menurut pandangan new public
service sebagaimana didiskusi diatas adalah pelayanan publik harus responsif
terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik yang ada. Tugas pemerintah
adalah melakukannegosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan warga
negara dan kelompok komunitas. Ini mengandung makna bahwa karakter dan
nilai yang terkandung di dalam pelayanan publik tersebut harus berisi preferensi
nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis,
maka karakter pelayanan publikjuga harus selalu berubah mengikuti
perkembangan masyarakat.

Di samping itu, pelayanan publik model baru harus bersifat
nondiskriminatif sebagaimana dimaksud oleh dasar teoritis yang digunakan,
yakni teort demokrasi yang menjamin adanya persamaan warga negara tanpa
membedabedakan asal usul, kesukuan, ras, etnik, agama, dan latar belakang
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kepartaian. Ini berarti setiap warganegara diperlakukan secara sama ketika
berhadapan dengan birokrasi publik untuk menerima pelayanan sepanjang syarat-
syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Hubungan yang terjalin antara birokrat publik
dengan warga negara adalah hubungan impersonal sehingga terhindar dari sifat
nepotisme dan primordialisme. (AG Suharsono, dalam Agus Dwiyanto : 2005)

Budaya paternalisme yang masih mendominasi birokrasi di Indonesia
telah melahirkan pola hubungan antara atasan dengan bawahan seperti patron-
client. Sifat hubungan ini mengandung makna bahwa patron atau bapak memiliki
kewajiban melindungi dan memenuhi kebutuhan clients atau anak. Sementara itu,
clients berkewajiban loyal dan menjaga nama baikpatront. Hubungan
patrontclients ini membawa konsekuensi, yaitu apabila ada kesalahan, mereka
saling menutupi kesalahan.

Indikator Kualitas Pelayanan Publik

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, pelayanan publik selalu
berorientasi pada masalah kekuasaan, jika itu yang terjadi maka dikhawatirkan
timbul  kecendrungan  pada  penyalahggppan  kekuasaan  yang
sewenangwenangnya, oleh karena itu dipggjukan etika yang berakar dari moral
dan non agama (Inu Kencana : 1993). Kebanyakan orang merasa bahawa
norma-norma dan hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam bidang
etika (Brownlee : 1991). karena kalau tidak demikian apapun yang diatur akan
menemukan kesewenangan bagi aparatur pemerintahan, yang pada akhirnya
akan menjadi sistem pemerintahan yang tirani.

Salah satu produk organisasi public adalah pelayanan public. Apabila
kita meminjam pendapat Iggnvine (1990) maka produk dari pelayanan public
di dalam Negara birokrasi paling tidak harus memenuhi tiga indokator, yakni
responsiveness, responsibility, dan accountabil'éy.

1) Responsiveness atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan
terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan;

2) Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukurgggyang menunjukkan
seberapajauh proses pemberian pelayanan public itu dilakukan sesuai
dengan prmsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan
organisasi yang benar dan telah ditetapkan;

3) Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan
seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan
kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam
masyarakat.

Sementara itu, Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1996) memasukan
dimensi waktu, 1aitu menggunakan ukuran jangka pendek, jangka menegah,
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dan jangka panjang dalam melihat kinerja organisasi public. Dalam hal mi,
kinerja pelayanan public terdirt dari produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas,
dan kepuasan untuk ukuran jangka pendek; persaingan dan pengembangan
untuk jangka menegah; serta kelangsungan hidup. Sedang Zeithaml,
Parasuraman dan Berry (1990) menggunakan ukuran tangible, reability,
responsiveness, assurance, empathy. (I)Tangibles, iaitu fasilitas fisik,
peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas kgppunikasi yang dimiliki oleh
penyedia  layanan; (2) Reliability adalah  kemampuan  untuk
menyelenggarakgp) pelayanan yang dijanjikan secara akurat; (3)
Responsiveness adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan
menyenggarakan pelayanan secara ikhlas; (4) Assurance atau kepastian adalah
pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para petugas penyedia layanan
dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan; (5) Empathy
adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara
individual.

Lebih lanjut menurut KepMenPan 81/1995, kinerja organisasi public
dalam memberikan pelaggnan public dapat dilihat dari indokator-indokator
seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan,
efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata, dan ketepatan waktu.

Untuk mengetahui keinginan, kebutuhan dan kepentingan pengguna atau
pelanggan, sebagai mana dikatakan Osborne dan Gaebler (1993), bahawa birokrasi
pelayanan publik harus mendekatan diri dengan pelangan. Tidak ada alasan bagi
birokrasi pemerintahan untuk tidak berbuat seperti itu. Beberapa metode yang dapat
digunakan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan para pelanggan adalah
survey, wawancara, observasi.

Konsep Etika Pelayanan Publik

Pemikiran etika kaitannya dengan pelayanan public mengalami
perkembangan sejak tahun 1940-an melalgfjkarya Leys(dalam Keban : 1994)
mengatakan bahawa seorang administrator dianggap etis apabila ia menguji dan
mempertanyakan standard-standard yang digunakan dalam membuat keputusan,
dan tidak mendasarkan keputusannya semata-mata pada kebiasaan dan tradisi yang
sudah ada. Kemudian tahun 1950-an karya Anderson (dalam Keban : 1994)
menyepurnakan aspek standard yang digunakan dalam pembuatan keputusan yakni
keputusan yang dibuat sedapat mungkin merefleksikan nilai-nilai dasar dari
masyarakat yang dilayani.

Di tahun 1960-an muncul lagi pemikiran baru lewat tulisan Golembiewski
(dalam Keban : 1994) iaitu standar etika mungkin mengalami perubahan dari waktu
ke waktu dank arena itu administrator harus mampu memahmi perkembangan dan
bertindak sesuai standar-standar perilaku tersebut. Pada tahun 1970-an beberapaa
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tulisan merefleksi kecenderungan baru, karya Hart (dalam Keban : 1994)
mempromosikan nilai-nilai social equity sebagai pedoman dasar administrasi
Negara, dan menyarankan teori keadilan dan rawls sebagai pedoman etika bagi
masyarakat maupun administrator sebagai individu. Kecenderungan tersebut
menekankan tanggung jawab atau keharusan administrator public untuk
memperhatikan aspek etika, dan tidak hanya melekat pada aspek efisiensi, ekonomi,
dan prinsip-prinsip administrasi.

Beberapa tokoh penting lainnya yang sangat memperngaruhi etika
administrator public adalah John Rohr dan Terry L. Cooper yang menyarankan
agar administrator dapat menggunakan regime norms iaitu nilai-nilai keadilan,
persamaan, dan kebebasan sebagai pengambilan keputusan terhadap berbagai
alternative kebijakan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Dengan cara
demikian, administrator Negara dapat menjadi etis [being ethical]. Namun
menurut Cooper etika sangat melibatkan substantive reasoning tentang
kewajiban, konsekuensi dan tujuan akhir, dan bertindak etis adalah melibatkan
pemikiran yang sistematis tentang nilai-nilai yang melekat pada pgghan-pilihan
dalam pengambilan keputusan. Pemikiran ini menunjukan bahawa administrator
yang etis adalah administrator yang selalu terikat pada tanggung jawab dan
peranan organisasi, sekaligus bersedia menerapkan standard etika secara tepat
pada pembuatan keputusan administrasi.

Senada dengan pendapat diatas, Kumorotomo ( 1992) mendefenisikan
etika pelayanan public sebagai suatu cara dalam melayani public dengan
menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan
hokum atau normanorma yang mengatur tingkah laku manusia ggng dianggap
baik. Sedangkan Darwin (dalam Widodo : 2001), mengartikan etika birokrasi
sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan
manusia organisasi. Lebih lanjut dikatakan Fadillah (2001), etika pelayanan

blic adalah suatu cara dalam melayani public dengan menggunakan
kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hokum atau norma
yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik.

Sedangkan efgg dalam kontek birokrasi menurut Dwiyanto dkk (2002),
mengatakan bahawa etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma
bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanagy pada masyarakat.
Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan public di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-
pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat

luas.

Dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi sgpagaimana
dijelaskan oleh Wilson (dalam Widodo : 2001) menegaskan, bahawa pemerintah
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memiliki dua fungsi yang berbeda, 1aitu fungsi politik yang berkaitan dengan
pembuatan kebijakan [public policy making] atau pernyataan apa yang menjadi
keinginan Negara, dan fgygsi administrasi iaitu berkenaan dengan
kebijakankebijakan tersebut. Dengan demikian kekuasaan kebijakan public
berada pada kekuasaan politik [politic master], dan melaksanakan kebiakan
politik tadi merupakan kekuasaan administrasi Negara. Namun karena
administrasi Negara dalam menjalankan kebijakan politik tadi memiliki
kewenangan secara umum [discretionary power], maka keleluasaan pmtuk
menafsirkan suatu kebijakan politik dalam bentuk program dan proyek, maka
timbul suatu pertanyaan, apakah ada jaminan dan bagaimana menjamin bahawa
kewenangan 1tu digunakan secara baik dan tidak secara buruk.

Beberapa pandangan yang mendukung arti pentingnya etika sebagai
mana dikatakan Kartasasmita (1997), bahawa birokrasi melenceng dari keadaan
yang sebenamya. Birokrasi selalu dilihat sebagai masalah teknis dan bukan
masalah moral, sehingga timbul berbagai persoalan dalam bekerjanya birokrasi
public. Birokrasi sebagai bentuk organisasi yang ideal, telah merusak dirinya
dan masyarakatnya dengan ketiadaan norma-norma, nilai-nilai, dan etika yang
berpusat pada manusia, Hummel (dalam Widodo : 2001).

Dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi public
dituntut mengubah posisi dan peran [revitalisasil dalam memberikan layanan
publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka
melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah
menjadi suka menolong menuju kea rah yang fleksibel kolaburatis dan
ideologis, dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistic
pragmatis (Toha : 1998). Dari kondisi masyarakat seperti digambarkan diatas,
aparat birokrasi harus dapat memberikan layanan public yang lebih
professional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu,
responsive, adaptif dan sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam
arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif
menentukan masa depannya sendiri.

Pelayanan Publik Yang Profesional

Pelayanan public yang profesional adalah pelayanan public yang
dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan
1aitu aparatur pemerintah (Widodo : 2001). Adapun cir1 tersebut adalah (1)
efektif lebith mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan
sasaran; (2) sedgflana mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan
diseleenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;
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(3) kejelasan dan kepastian [transparanl, mengenai aj prosedur tatgggcara
pelayanan, b} persyaratan pelayanan, ¢ } wewenang dan tanggungjawab dalam
memberikan pelayanan, d} rincian biaya/ tariff pelayanan dan tata cara
pembayarannya, e} jadwal waktu penyelesaian gglayanan; [4] keterbukaan
yang berhubungan dengan kejelasan dan kepastian wajib diinformasikan secara
terbgrya agar mudah diketahui oleh masyarakat; [5] efisiensi mengandung arti;
a} persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung
dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan
keterpaduan antara persyaratan dengan prooduk pelayanan yang berkaitan, b }
mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dari satuan
fprja/instansi pemerintah lain yang terkait.; [6] ketepatan waktu criteria ini
mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakagpdapat diselesaikan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan; [7] responsive lebih mengarah pada daya
tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dalam
aspirasi masyarakat yang dilayani; dan [8] adaptif adalah cepat menyesuaikan
terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang
dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

Efisien dapat didefenisikan sebagai perlindungan yang terbaik antara
input dan output. Ini berarti, apabila suatu output dapat dicapai dengan input
yang minimal maka tingkat efisiensi semakin baik. Input dalam pelayanan
public dapat berupa wang, tenaga, waktu, dan materi lajg yang digunakan untuk
menghasilkan atau mencapai suatu output. Artinya, harga pelayanan public
harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Disamping itu,
mayarakat dapat memperoleh pelayanan public dalam waktu yang relative
singkat dan tidak banyak membutuhkan tenaga. Dengan menggunakan bantuan
teknologi modern maka proses pelayanan public dapat dilakukan dengan cepat
dan hemat tenaga. (Dwiyanto : 2005).

Efisiensi dalam pelayanan public dapat dilihat dari perspektif pemberi
layanan dan dari perspektif pengguna layanan. Dari perspektif pemberi
layanan, organisasi pemberi layanan harus mengusahakan agar harga pelayanan
murah dan tidak terjadi pemborosan sumberdaya public. Pelayanan public
sebaiknya melibatkan sedikit mungkin pegawai dan diberi waktu yang singkat.
Demikian juga dari perspektif pengguna layanan, mereka menghendaki
pelayanan public dapat dicapai dengan biaya yang murah, waktu yang singkat,
dan tidak banyak membuang energi.(Dwiyanto, 2005)
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Pelayanan Publik \a‘ng Responsif

Responsive atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk
mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan,
dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. responsive
mengukur daya tanggap organisasi terthadap harapan, keinginan dan aspirasi,
serta Eﬂtutan warga pengguna layanan.

Tujuan utama pelayanan public adalah memenuhi kebutuhan warga
pengguna agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan memuaskan.
Karena itu, penyedia layanan harus mampu mengindentifikasi kebutuhan dan
keinginan warga pengguna, kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan warga. Beberapa pakar manajemen, seperti Peters dan
Waterman, Dricker dan Deming, menempatkan pentingnya mendengarkan
pelanggan atau pengguna. Mereka memberi nasehat kepada para manajer untuk
mempertemukan karyawan mereka secara langsung dengan pelanggan.
HewlettPackard meminta para pelanggan untuk membuat presentasi yang
menggambarkan kebutuhan mereka (Osbone : 1993)

Untuk meningkatkan responsivitas organisasi terhadap kebutuhan
pelanggan, terdapat 2 [dual strategi yang dapat digunakan, 1aitu strategi KYC
[know your custumers] dan strategi model citizen's charter. Dalam dunia
perbankan sekarang dikembangkan konsep Know Your Customers (KYC), yaitu
sebuah prinsip kehati-hatian sebelum melakukan transaksi. Prinsip ini
mengaharuskan bank dari berbagai resiko di dalam berhubungan dengan nasabah
dan counter-party (peraturan Bank Indonesia : 2001 dirubah tahun 2003). Dalam
kontek pelayanan public, prinsip KYC dapat digunakan oleh birokrasi public
untuk mengenali kebutuhan dan kepentingan pelanggan sebelum memutuskan
jenis pelayanan yang akan diberikan.

Birokrasi pemerintah seringkali tidak mengetahui siapa yang menjadi
pelanggan mereka. Mereka menganggap bahwa eksekutif atau atasan dan
anggota parlemen adalah pelanggan yang harus mereka layan karena dari
merekalah dana diperoleh. Hal ini menyebabkan pelayanan lebih berorientasi
pada kepentingan eksekutif dan anggota parlemen, bukan kepentingan
masyarakat pengguna jasa.

Osborne dan Gaebler (1993) mengindentifikasi beberapa keuntungan
system administrasi dan menajemen yang menempatkan pelanggan pada posisi
sentral, iaitu : 1} system yang berorientasi pada pelanggan memaksa pemberi
jasa untuk bertanggungjawab kepada pelanggannya. Ini berarti pemberi jasa
harus selalu mencari umpan balik untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan
pelanggannya. Para birokrat pemerintah hanya akan menghasilkan barang dan
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jasa atau pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 2} system yang
berorientasi pada pelanggan mendepolitisasi keputusan pilthan pemberi jasa.
Depolitisasi terjadi karena dasar pembuatan keputusan ada pada kebutuhan

pelanggan, bukan pada pertimbangan politik pembuat keputusan. Ini juga berarti
menempatkan pelanggan pada posisi pengemudi; 3} system yang berorientasi
pada pelanggan merangsang lebih banyak inovasi. Ketika pemberi jasa harus
bersaing, ia akan selalu mencari cafjcara baru dan terbaik untuk memuaskan
pengguna jasa; 4} system yang berorientasi pada pelanggan memberikan
kesempatan pada orang lain untuk memilih di antara berbagai macam pelayanan.
orientasi pelayanan pada kebutuhan pengguna jasa akan menyebabkan adanya
berbagai jenis pelayanan untuk sector yang sama sehingga pengguna jasa dapat
memilih. 5} system yang berorientasi pada pelanggan mengindari pemborosan
karengfgpsokan disesuaikan dengan permintaan; 6 | system yang berorientasi
pada pelanggan mendorong untuk memiliki komitmen; 7} system yang
berorientasi pada pelanggan menciptakan peluang yang lebih besar bagi
keadilan.

Sedangkan Model Citizen's Charter menunut agar birokrasi lebih
responsive terhadap pelanggan atau pengguna layanan, dalam tulisannya yang
lain, Osborne dan Plastrik (1997) mengenalkan ide Citizen's charter [kontrak
pelayanan], iaitu adanya standar pelayanan public yang ditetapkan berdasarkan
masukan pelangan, dan birokrasi berjanji untuk memenuhinya. Citizen's charter
adalah suatu pendekatan dalam memberikan pelayanan public yang
menempatkan pengguna layanan atau pelanggan sebagai pusat perhatian.

Ini berarti, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi
pertimbangan utama dalaam proses pelayanan. citizen 's charter ini pada
dasarnya merupakan kontrak social antara birokrasi dan pelanggan untuk
menjamin mutu pelayanan public. Melalui citizen's charter pelanggan memiliki
hak-hak baru apabila dirugikan oleh birokrasi dalam memberikan pelayanan.
dengan mengadopsi citizen's charter birokrasi juga harus menetapkan system
untuk menangani keluhan pelanggan dengan tujuan memperbaiki kinerjanya
secara terus menerus.

Pelayanan Publik Yang Non-Partisan

Yang dimaksud pelayanan public non-partisan adalah system pelayann
yang memperlakukan semua pengguna layanan secara adil tanpa
membedabedakan berdasarkan status social ekonomi, kesukuan, etnik, agama,
kepartaian, dan sebagainya. Latar belakang pengguna layanan tidak boleh
dijadikan pertimbangan dalam memberikan pelayanan. penyelenggaraan
pelayanan harus berdasarkan asas equal before the law [kesamaan di depan
hokum]. Prinsip ini memberikan akses yang sama bagi semua warga Negara di
dalam menerima pelayanan public (Dwiyanto : 2005).
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Konsep pelayanan public non-partisan sejalan dengan konsep demokrasi
dalam pengaturan Negara. Demokrasi menuntut adanya persamaan perlakuan
dan akses bagi setiap warga Negara untuk memperoleh hak-hak mereka. Di
samping itu, demokrasi menempaatkan semua warga Negara dalam posisi yang
sama di depan hukum. Pelayanan public non partisipan dapat dilithat dari
indikator : I } adanya akses yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan
pelayanan; 2} pemberian pelayanan public kepada pelanggan berdasarkan
nomor urut; 3 } tidak diberlakukannya dispensasi pelayanan kepada pelanggan.
(Dwiyanto : 2005)

Kekuatan lain yang dapat mendorong aparat birokrasi dapat bertindak
tidak diskriminatif terhadap pelanggan atau pengguna layanan adalah adanya
kode etik birokrasi. Kode etik in1 mengatur pola perilaku yang diperoleh dan
yang tidak diperboleh serta berbagai bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan
terhadap pelanggar.

Strategi Mengurangi Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [KKNI

D1 dalam kenyataan, tidak ada satu pun sistem sosial yang benar-benar
steril dari KKN karena akan selalu ada individu-individu yang lebih senang
memilih jalan pintas untuk kepentingan diri sendiri meskipun mereka
mengetahui dengan kesadaran penuh bahwa tindakannya tidak benar. Oleh
karena itu yang diperlukan adalah kewaspadaan yang terus menerus terhadap
bahaya korupsi serta menumbuhkan sikap tanpa kompromi terhadap bibit-bibit
korupsi. Hal ini penting karena setiap bentuk korupsi berpotensi menjangkitkan
efek metastatis sehingga menjalar secara cepat hingga ke tingkat yang sangat
merugikan negara. [wahyudi Kumurotomo, dalam Dwiyanto : 2005].

Karena itu, strategi untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel
dan strategis untuk memberantas KKN pada dasarnya merupakan dua Sist mata
uang. Sikap konsisten masyarakat merupakan modal paling utama untuk
melawan korupsi. Setiap unsur masyarakat dan pengelola negara harus
senantiasa memiliki kepedulian yang besar terhadap isu-isu korupsi dan
melakukan tindakan-tindakan pencegahan setiap kali muncul gejala korupsi, di
mana pun ia berada.

Menurut Wahyudi Kumorotomo dalam Dwiyanto (2005), ada tiga hal
yang dapat dilakukan untuk menangkal berjangkitnya korupsi, yaitu: ( 1) Cara
sistemikstruktural, yakni mendayagunakan segenap suprastruktur maupun
infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga
lubang-lubang yang dapat dimasuki oleh tindakan-tindakan korup dapat ditutup;
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(2) Cara abolisionistik, memahami bahawa korupsit merupakan suatu kejahatan
yang harus

diberantas dengan terlebih dahulu mengindentifikasi faktor penyebab, kemudian
usaha menghilangkan faktor peigEjbab, mempelajari dorongan individu yang
mengarah pada perilaku korup, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,
serta menindak orang-orang yang korup berdasarkan hukum yang berlaku; (3)
Cara Moralistik, dapat dilakukan melalui pembinaan mental dan moral,
ceramah, atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum. Tujuannya
untuk membina moral individu supaya seseorang tidak mudah terkena bujukan
korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

PENUTUP

Uraian-uraian dari artikel yang disajikan diatas, hanya merupakan
konsep ideal yang diharapkan dari aparat pelaksana pemerintahan di Indonesia
yang merupakan aparat birokrasi di negara kita yang mempunyai tugas dan
fungsi pokok wuntuk melayani masyarakat, mengatur masyarakat dan
memberdayakan masyarakat. Fungsi-fungsi ini dapat dilaksanakan dengan baik
apabila Aparat Birokrasi tersebut memiliki Etika dalam bekerja.
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